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PENGATURAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM 
PERMENDAG NO 6 TAHUN 2015 : STUDI PENERAPAN LESS 

TRADE RESTRICTIVE WAY  DALAM WTO 

Oleh 
Michael Anthony Wirasasmita1

Abstract
Indonesia as a WTO member country has an obligation to comply with all WTO 
principles including in the form of less trade-restrictive way. In controlling the 
sale of alcoholic beverages regulated by Permendag No. 6 of 2015 there is a 
restriction sale of alcoholic beverages in the micro-and below microenterprise. 
This regulation based on the WTO Rule has not yet optimally reflected the less 
trade-restrictive way or the “the most unlikely way to trade”. This research 
uses the normative method. The results show that the control and supervision as 
mentioned in Permendag No. 6 of 2015 does not fully reflect the WTO Rule and 
must be changed. Article II Permendag No. 6 of 2015 has revoked the license for 
the sale of alcoholic beverages for micro-and below microenterprise in order to 
protect the health and morale of the young generation. This act of control and 
supervision can still be accomplished in another way so as not to conflict with 
the spirit of commerce and at the same time still protect the morale and health 
of the younger generation.

Keywords: Control, Supervision, Alcoholic Beverages.

Abstrak
Indones�a sebaga� negara anggota WTO mem�l�k� kewaj�ban untuk mematuh� 
semua pr�ns�p WTO termasuk dalam bentuk less trade restrictive way. Dalam 
pengendal�an terhadap penjualan m�numan beralkohol yang d�atur oleh 
Permendag No 6 Tahun 2015 terdapat pelarangan penjualan m�numan beralkohol 
yang pada t�ngkat usaha m�kro ke bawah. Pengaturan �n� berdasarkan WTO Rule 
belumlah secara opt�mal mencerm�nkan less trade restrictive way atau “cara yang 
pal�ng t�dak bertentangan dengan perdagangan”. Penel�t�an �n� menggunakan 
metode normat�f. Has�l penel�t�an menunjukkan bahwa adapun pengendal�an 
dan pengawasan sebaga�mana yang d�cantumkan dalam Permendag No 6 Tahun 
2015 t�dak sepenuhnya mencerm�nkan WTO Rule dan harus d�ubah. Pasal II 
Permendag No 6 tahun 2015 telah mencabut �j�n penjualan m�numan beralkohol 
bag� usaha m�cro ke bawah dengan tujuan untuk mel�ndung� kesehatan dan 
moral generas� muda. T�ndakan pengendal�an dan pengawasan �n� mas�h dapat d� 
tempuh dengan cara la�n agar t�dak bertentangan dengan semangat perdagangan 
dan juga pada saat yang bersamaan mas�h dapat mel�ndung� moral dan kesehatan 
generas� muda.

Kata kunc� : Pengendalian, Pengawasan, Minuman Beralkohol.
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I.  PENDAHULUAN 
Perkembangan perdagangan 

dun�a telah mencapa� era global�sas�, 
yang mana masyarakat �nternas�onal 
dalam World Trade Organization telah 
menuntut l�beral�sas� dalam set�ap 
aspek perdagangan barang dan jasa. 
Indones�a sebaga� salah satu anggota 
WTO mem�l�k� tanggung jawab ba�k 
secara hukum maupun moral untuk 
meng�mplementas�kan semangat 
perdagangan bebas �n� dalam s�stem 
aturan hukum terka�t perdagangan d� 
Negara Indones�a.

Trade Liberalization atau laz�m 
d�kenal sebaga� Perdagangan Bebas, 
merupakan sebuah upaya untuk 
membebaskan t�ndakan pengusaha-
pengusaha as�ng, untuk masuk dan 
melakukan perdagangan dalam sektor-
sektor tertentu negara �ndones�a. 
Contoh sektor – sektor yang telah 
d�buka oleh Pemer�ntah Indones�a 
adalah sepert� sektor �ndustr� makanan, 
komers�al bahan bakar, dan penjualan 
m�numan keras. Perdagangan �n� 
tentunya d�atur dalam sebuah Legal 
Framework Internas�onal yakn� 
General Agreement On Tarif And 
Trade 1947 yang telah d�adops� oleh 
WTO. Aturan �n� merupakan landasan 
�nternas�onal yang mengatur khusus 
tentang perdagangan barang. GATT 
kemud�an d�gunakan oleh WTO 
sebaga� �nstrumen untuk melancarkan 
perdagangan bebas d� set�ap negara, 
ba�k oleh anggota WTO maupun bukan 
anggota WTO. Adops� GATT 1994 
kedalam WTO d�kenal sebaga� Annex 

1A Multilateral Agreements on Trade 
in Goods yang mana GATT masuk ke 
dalamnya.

J�ka dalam l�ngkup �nternas�onal 
terdapat badan yang memb�dang� 
perdagangan, secara nas�onal, 
Indones�a juga mem�l�k� lembaga 
khusus memb�dang� perdagangan, 
yakn� Kementer�an Perdagangan. 
Kementer�an Perdagangan adalah 
kementer�an yang mengemban 
tugas membantu Pres�den dalam 
menyelenggarakan sebag�an tugas 
pemer�ntah d� b�dang perdagangan, 
tugas tersebut mencakup perumusan 
keb�jakan, pelaksanaan, pengawasan, 
dan penyampa�an laporan kepada 
Pres�den terka�t b�dang per�ndustr�an2.

Dalam kata la�n, keb�jakan-
keb�jakan terka�t pengaturan mengena� 
perdagangan bebas secara nas�onal �n� 
d�atur oleh Kementer�an Perdagangan. 
Salah satu keb�jakan terbaru yang 
telah d�keluarkan adalah mula� 16 
Apr�l 2015, m�n�market d�larang 
berjualan m�numan keras al�as m�ras, 
dan m�numan mengandung alkohol 
hanya boleh d�jual d� supermarket atau 
h�permarket dan harus d�konsums� d� 
lokas�3. Menter� Perdagangan (Mendag) 
Rachmat Gobel mengungkapkan 

2 Indones�a.go.�d, Kementrian Perdagangan, 
http://www.�ndones�a.go.�d/�n/kementer�an/
kementer�an/ kementer�an-perdagangan/1666-
prof�le/182-kementer�an-perdagangan, pada 
12.58, 20 November 2015.

3  Deutsche Welle, Larangan Berjualan Alkohol 
di Minimarket Mulai Diberlakukan, http://
www.dw.com/�d/  larangan-berjualan-
alkohol-d�-m�n�market-mula�-d�berlakukan/a-
18387258, pada 13.12, 20 November  
2015.
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“K�ta perlu menjaga generas� muda. 
Dalam era global�sas� kunc�nya dar� 
sumber daya manus�a (SDM) �tu 
d� generas� muda. K�ta l�hat peta 
generas� muda d� Indones�a sepert� 
apa. Salah satu penyebabnya, karena 
m�numan beralkohol sangat murah 
seh�ngga b�sa d�bel� anak-anak”4. 
Kecemasan terhadap perkembangan 
SDM yang berawal dar� ancaman akan 
rusaknya kesehatan generas� muda 
ba�k f�s�k maupun mental merupakan 
sebuah masalah bag� masyarakat dan 
pemer�ntah Indones�a. Sepert� yang 
k�ta ketahu�, terdapat banyak m�numan 
keras yang merupakan has�l export 
negara la�n dalam pasaran nas�onal, 
sepert� produk He�neken dan Sm�rnoff 
yang merupakan produk luar.

Memang dalam salah satu 
�nstrumen Annex 1A WTO tentang 
perdagangan �nternas�onal yakn� 
GATT d�sebutkan bahwa sebuah 
keg�atan perdagangan dapat d�hent�kan 
j�ka keg�atan tersebut menyebabkan 
kerusakan pada sektor tertentu, 
sepert� pada Art�cle XX (a) General 
Exception , “necessary to protect 
public morals” atau keperluan untuk 
mel�ndung� moral publ�k dan (b) 
“necessary to protect human, animal 
or plant life or health” atau keperluan 
untuk mel�ndung� kesehatan manus�a, 
hewan, dan tumbuhan, sepert� yang 
d�paparkan oleh Menter� Perdagangan 

4 L�ly Rusna Fajr�ah, Ini Alasan Mendag 
Larang Minimarket Jual Miras, http://ekb�s.
s�ndonews.com/read/990117/34/�n�-alasan-
mendag-larang-m�n�market-jual-m�ras-
1429167084, pada 13.30, 20 November 2015.

yakn� ancaman kerusakan terhadap 
kesehatan f�s�k atau mental dan moral 
generas� muda. Akan tetap� penjelasan 
dalam pasal �n� d��kut� oleh sebuah 
cara Less Trade Restrictive Way yang 
dalam penjelasannya “If this analysis 
yields a preliminary conclusion that 
the measure is necessary, this result 
must be confirmed by comparing the 
measure with its possible alternatives, 
which may be less trade restrictive while 
providing an equivalent contribution 
to the achievement of the objective 
pursued5”. Art�nya penghent�an dar� 
keg�atan perdagangan, seharusnya 
d�lakukan dengan cara yang pal�ng 
t�dak bertentangan dengan keg�atan 
perdagangan �tu send�r�, dalam kata 
la�n j�ka ada alternat�f yang t�dak 
bertentangan maka alternat�f �tulah 
yang d�gunakan.

Terka�t hal penghent�an 
penjualan m�numan keras �n�. 
Bal� merupakan daerah par�w�sata 
�nternas�onal, yang mana konsums� 
dar� m�numan keras tersebut sangat 
menunjang perkembangan ekonom� 
dan par�w�sata Bal�. Konsums� 
m�numan keras �n� banyak terjad� dan 
banyak d�perdagangkan secara eceran 
dan d� m�n�market, yang justru oleh 
peraturan menter� tersebut d�larang. 
Ket�ka pemer�ntah melarang adanya 
penjualan m�numan keras dengan 
alasan mel�ndung� kesehatan publ�k 

5 World Trade Organ�zat�on, WTO Rules and 
Environmental Policies: GATT exceptions, 
https://www.wto.org /engl�sh/tratop_e/env�r_
e/envt_rules_except�ons_e.htm, pada 13.48, 
20 November 2015.
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dan generas� muda, peraturan tersebut 
mem�l�k� sudut pandang penyelesa�an 
masalah yang berbeda dengan pr�ns�p 
cara yang pal�ng t�dak bertentangan 
dengan keg�atan perdagangan. Dengan 
dem�k�an, �su masalah hukum �n� 
layaklah d�angkat ke permukaan agar 
dapat d�bahas leb�h lanjut pemecahan 
masalahnya. Baga�manakah penga-
turan perdagangan m�numan keras 
dalam hukum �nternas�onal terhadap 
hukum nas�onal d� era global�sas� ?

Dalam menunjukkan or�g�nal�tas 
penel�t�an �n�, maka akan d� tunjukan 
penel�t�an sebaga� perband�ngan. 
Pertama, Kewenangan Badan 
Pengawasan Obat Dan Makanan 
Terhadap Perda Prov�ns� Bal� No 5 
Tahun 2012 Tentang Pengendal�an 
Peredaran M�numan Beralkohol6. 
Kedua, Pr�ns�p – Pr�ns�p Eks�stens� 
General Agreement On Tar�f And 
Trade (GATT) Dan World Trade 
Organ�zat�on (WTO) Dalam Era 
Pasar Bebas7, Pengaturan M�numan 
Beralkohol Golongan A Bag� Pelaku 
Usaha Toko Modern M�n�market8. 
6 Mahentro, I Putu, Kewenangan Badan 

Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap 
Perda Prov�ns� Bal� No 5 Tahun 2012 Tentang 
Pengendal�an Peredaran M�nuamn Beralkohol, 
Jurnal Mag�ster Hukum Un�vers�tas Udayana 
(Udayana Master Law Journal), [S.l.], v. 2, 
n. 3, nov. 2013. ISSN 2502-3101, Ava�lable 
at: <https://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu/
art�cle/v�ew/7290>. Accessed: 18 sep 2017.

7 Revy S. M. Korah, Pr�nsp – Pr�ns�p Eks�stens� 
General Agreement On Tar�f And Trade 
(GATT) Dan World Trade Organ�zat�on 
(WTO) Dalam Era Pasar Bebas, Jurnal 
Hukum Unsrat Vol. 22/No.7/Agustus/2016, 
Ava�lable athttps://med�a.nel�t�.com/med�a/
publ�cat�on/80899-ID-none.pdf, d�akses 18 
September 2017.

8 A.A. Ngr. Yadnya W�rya R. P dan Gede 

Keleb�han art�kel �n� d�band�ngkan 
art�kel  terdahulu adalah dalam 
art�kel �n� akan d�muat leb�h spes�f�k 
penerapan Permendag No 6 Tahun 
2016  yang mas�h belum secara 
maks�mal menerapkan WTO Rule 
dalam sektor perdagangan bebas 
terutama pr�hal perdagangan m�numan 
beralkohol yang beredar d� Negara 
Indones�a.

=Tujuan penel�t�an dalam jurnal 
�n� adalah untuk mengatehau� konfl�k 
less trade restrictive way yang ada 
dalam WTO Rule terhadap Permendag 
No 6 Tahun 2015 tentang Pelarangan 
Penjualan M�numan Beralkohol. 

II.  METODE PENELITIAN
Metode penel�t�an yang 

d�gunakan dalam penel�t�an �n� 
adalah Metode Normat�f, yang mana 
Metode Normat�f tersebut merupakan 
penel�t�an yang menggunakan norma 
untuk menganal�sa �nt� yang termuat 
dalam suatu permasalahan. Norma �n� 
kemud�an d�anal�s�s dan d�band�ngkan 
dengan aturan-aturan hukum yang 
sedang konfl�k dan sedang berlaku, 
guna menemukan pemecahan 
dar� masalah tersebut. Pendekatan 
penel�t�an yang d�gunakan dalam 
penel�t�an �n� adalah Pendekatan Kasus 
(the case approach), pendekatan 
perundang-undangan (the statute 

Marhaendra W�ja Atmaja, 2015, Pengaturan 
Minuman Beralkohol Golongan A Bagi 
Pelaku Usaha Toko Moderen Minimarket, 
Kerta Semaya, Vol 3 No 5, ed�s� September 
2015,https:/ /ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/
kerthasemaya/art�cle/v�ew/15300, d�akses 23 
November 2017.
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approach), pendekatan anal�s�s konsep 
hukum (analitical & conseptual 
approach). Tekn�k pengamb�lan 
data yang d�gunakan adalah tekn�k 
catat dan tekn�k kepustakaan. 
Tekn�k anal�s�s bahan hukum yang 
d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah 
tekn�k Deskr�ps�, tekn�k Evaluas�, 
dan tekn�k argumentas�. Jen�s data 
yang akan d�gunakan adalah med�a 
masa atau koran yang merupakan 
pember� �nformas� yang d�p�l�h secara 
sepes�f�k untuk memenuh� kebutuhan 
pemenuhan data penel�t�an. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam perdagangan 

�nternas�onal terdapat banyak faktor 
yang mempengaruh� keberlangsungan 
dar� keg�atan tersebut. Faktor – faktor 
sepert� kekuatan negara, d�plomas� 
negara , dan keselarasan hukum 
nas�onal sebuah negara terhadap 
hukum �nternas�onal. Kekuatan hukum 
�nternas�onal �n� d�t�njau melalu� 
beberapa teor� yang salah satunya 
adalah pendapat George Jell�nek 
yang mengemukakan bahwa teor� 
kehendak negara merupakan gagasan 
bahwa kekuatan meng�kat hukum 
�nternas�onal terletak pada kehendak 
negara �tu send�r� untuk tunduk pada 
hukum �nternas�onal, karena negara 
adalah pemegang kedaulatan, maka 
negara juga merupakan sumber dar� 
segala hukum, dan d� dalam teor� �n� 
d�sebutkan bahwa hukum �nternas�onal 
t�dak leb�h t�ngg� derajatnya dar� 
pada hukum nas�onal yang mengatur 

hubungan luar suatu negara9. Salah 
satu s�fat hukum �nternas�onal adalah 
bers�fat koord�nat�f atau sejajar, 
dengan kata la�n t�dak ada negara 
yang meleb�h� atau d� atas negara yang 
la�n, dengan dem�k�an sebuah negara 
dalam masyarakat �nternas�onal dapat 
mem�l�h untuk terl�bat dalam sebuah 
perjanj�an atau t�dak tanpa adanya 
paksaan dar� negara la�n. Sebab adanya 
perbedaan kekuatan terhadap hukum 
�nternas�onal dan hukum nas�onal, 
dalam era global�sas� sangatlah pent�ng 
j�ka suasana keselarasan antara hukum 
�nternas�onal dan hukum nas�onal 
terc�pta. 

Keharmon�san hukum merupa-
kan sebuah urgens� dalam penerapan 
hukum d� set�ap negara, terutama 
hukum tersebut merupakan hukum 
yang mengatur hal yang sangat 
pent�ng sepert� perdagangan barang 
yang member�kan pengaruh besar 
dalam perkembangan ekonom� 
terutama bag� Negara Indones�a. 
Badan Pemb�naan Hukum Nas�onal 
Departemen Kehak�man, member�kan 
pengert�an harmon�sas� hukum sebaga� 
keg�atan �lm�ah untuk menuju proses 
pengharmon�san hukum tertul�s yang 
mengacu ba�k pada n�la�-n�la� f�losof�s, 
sos�olog�s, ekonom�s maupun yur�d�s. 
Moh. Hasan Wargakusumah dalam 
Kusnu Goesn�adh�e S mengemukakan 
bahwa pengkaj�an terhadap rancangan 

9 Pend�d�kan R�au, 2013, Hakekat dan Dasar 
Mengikatnya Hukum Internasional, available 
from url: https://sospol.pend�d�kanr�au.com/ 
2010/10/hakekat-dan-dasar-men�ngkatnya-
hukum.html, pada 13.42, 22 November 2015.



502

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Desember 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 4 : 497 - 507

peraturan perundang-undangan, dalam 
berbaga� aspek telah mencerm�nkan 
keselarasan dan kesesua�an dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
la�n, hukum t�dak tertul�s yang h�dup 
dalam masyarakat, konvens�-konvens� 
dan perjanj�an-perjanj�an �nternas�onal 
ba�k b�lateral maupun mult�lateral yang 
telah d� rat�f�kas� Indones�a10. Kedua 
teor� �n� menjad� dasar pelaksanaan 
hukum �nternas�onal terutama dalam 
perdagangan �nternas�onal yang 
mempengaruh� Indones�a.

Dalam angka 16 bag�an 
meng�ngat pada Peraturan Menter� 
Perdagangan (Permendag) Nomor 06/
MDAG/PER/1/2015, d�jelaskan bahwa 
peraturan �n� bergerak berdasarkan 
Peraturan Menter� Perdagangan 
No.54/M-DAG/10/2009 tentang 
Ketentuan Umum B�dang Impor. 
Selanjutnya, Permendag No.54/M-
DAG/10/2009 juga menjelaskan dalam 
bag�an meng�ngat bahwa terdapat 
Undang-Undang No 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing 
The World Trade Organization 
(Persetujuan Pembentukan Organ�sas� 
Perdagangan Dun�a) sebaga� salah satu 
acuan yang pent�ng dalam peraturan 
terka�t barang-barang �mpor. UU No 
7 Tahun 1994 member�kan pengert�an 

10 Marchyan� W�w�ek Dw� , 2010, Harmonisasi 
Aturan Hukum Buruh Migran Antara 
International Convention on the Protection 
of the Rights of All Migrant Workers and 
Member of Their Families dan Undang-
Undang Nasional, Surakarta, Un�vers�tas 
Sebelas Maret Surakarta, hlm.27.

bahwa Indones�a telah �kut dalam 
WTO dan telah merat�f�kas� �nstrumen 
– �nstrumen hukum �nternas�onal dalam 
WTO yang mana GATT merupakan 
salah satunya. Dengan dem�k�an, 
adanya h�erark� perundang undangan 
yang menunjukkan bahwa terdapat 
peraturan hukum yang mengharuskan 
Indones�a untuk menghormat� dan 
mematuh� pr�ns�p – pr�ns�p yang 
berada dalam GATT.

Indones�a merupakan negara 
anggota World Trade Organization 
yang telah berd�r� sejak tahun 1995. 
Indones�a memasuk� WTO melalu� 
pengesahannya yang tertuang dalam 
Undang-Undang No 7 Tahun 1994 
tentang Pengesahan Agreement 
Establshing The World Trade 
Organization ( Persetujuan Membentuk 
Organ�sas� Perdagangan. Organ�sas� 
yang mem�l�k� 161 anggota �n� khusus 
bergerak dalam b�dang pengembangan 
global�sas� perdagangan �nternas�onal. 
Dalam set�ap �nstrumen �nternas�onal 
tentunya terdapat pr�ns�p-pr�ns�p 
dasar yang d�gunakan sebaga� 
dasar pembuatan dan pelaksanaan 
�nstrumen tersebut. Dalam Annex 1A 
Multilateral Agreements on Trade 
in Goods : General Agreement On 
Tarif And Trade 1994 pr�ns�p-pr�ns�p 
tersebut merupakan pr�ns�p yang 
mengutamakan keberlangsungan dar� 
keg�atan perdagangan �tu send�r�.

 Dalam perkembangannya, untuk 
mempermudah perdagangan barang d� 
dun�a, WTO memberlakukan beberapa 
pr�ns�p utama yang berfungs� sebaga� 
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aturan dasar guna mel�ndung� keg�atan 
ekspor �mpor yang adalah �nt� dar� 
perdagangan �nternas�onal. Pr�ns�p 
sepert� market acces, MFN, dan 
NT, serta beberapa cara tekn�s yang 
d�gunakan dalam pelaksanaan keg�atan 
sepert� less trade restrictive way, Cara 
yang pal�ng t�dak bertentangan dengan 
perdagangan atau less trade restrictive 
way d�gunakan untuk mendukung 
market acces guna member�kan 
kese�mbangan dalam menjalankan 
proses global�sas� perdagangan bag� 
hamp�r semua negara d� dun�a. 

Dalam al�nea pertama pasal �n� 
d�jelaskan bahwa, dalam pelaksanaan 
General Exception tersebut, haruslah 
d�laksanakan dengan cara yang t�dak 
d�skr�m�nas� dan bukanlah sebuah 
t�ndakan terselubung terhadap 
perdagangan jasa. Leb�h lanjut, hal 
yang dapat menyebabkan adanya 
pemberhent�an �n� adalah karena 
terganggunya moral publ�k atau 
stab�l�tas publ�k, sebuah keharusan 
untuk mel�ndung� kesehatan manus�a, 
hewan dan tumbuhan, keharusan 
pemberhent�an karena adanya ket�dak 
selarasan terhadap aturan hukum yang 
terka�t pen�puan, pr�vas� �nd�v�du, dan 
keselamatan. Dengan terpenuh�nya 
unsur �n�, sebuah negara t�dak 
semata – mata b�sa menghent�kan 
perdagangan beg�tu saja. Negara 
yang mener�ma eksport barang harus 
mempert�mbangkan pr�ns�p less trade 
restrictive way yang merupakan pr�ns�p 
cara yang pal�ng t�dak bertentangan 
terhadap keg�atan perdagangan �tu 

send�r�. Dengan kata la�n, pr�ns�p �n� 
member�kan pengert�an bahwa j�ka 
ada cara la�n yang b�sa d�tempuh 
untuk memperba�k� atau mencegah 
kerusakan yang terjad� ak�bat 
perdagangan barang, maka cara la�n 
tersebut haruslah d� utamakan.

Indones�a merat�f�kas� GATT 
pada saat menjad� anggota WTO yang 
d�tuangkan dalam Undang-Undang 
No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World 
Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organ�sas� Perdagangan 
Dun�a). Dengan dem�k�an berdasarkan 
teor� kehendak negara oleh George 
Jell�nek, Indones�a berdasarkan 
kehendaknya send�r� telah tunduk 
pada kekuatan hukum �nternas�onal 
yakn� Annex 1A GATT. T�ndakan �n� 
membawa beberapa pengaruh dar� seg� 
hukum dan juga d�plomas� �nternas�onal 
bag� Negara Indones�a terhadap negara 
la�n d� dun�a. Secara hukum, Indones�a 
mem�l�k� obl�gas� untuk meng�kut� 
prosedur – prosedur yang ada untuk 
menghent�kan keg�atan perdagangan. 
Secara d�plomas�, Indones�a harus 
mempertahankan hubungan antar 
negara dan reputas� Negara Indones�a 
terhadap negara �nvestor agar t�dak 
mem�l�k� c�tra yang buruk dalam 
masyarakat �nternas�onal.

M�numan beralkohol terbag� 
menjad� 3 (t�ga) golongan yakn� 
golongan A yang mengandung et�l 
alkohol dengan kadar sampa� dengan 
5% (l�ma persen), golongan B yang 
mengandung et�l alkohol dengan kadar 
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leb�h dar� 5% (l�ma persen) sampa� 
dengan 20% (dua puluh persen) dan 
golongan C yang mengandung et�l 
alkohol dengan kadar leb�h dar� 20% 
(dua puluh persen) sampa� dengan 55% 
(l�ma puluh l�ma persen)11.Perdagangan 
m�numan keras member�kan pengaruh 
yang s�gn�f�kan terhadap ekonom� 
negara. Ket�ka pemer�ntah �ng�n 
menghent�kan penjualan m�numan 
keras tersebut dalam t�ngkat usaha 
makro menengah ke bawah, maka 
secara perlahan t�ndakan tersebut 
bers�fat menghent�kan keg�atan 
perdagangan �n�. Ket�ka penjualan 
tersebut d�hent�kan, �nvestor 
as�ng m�numan keras akan merasa 
d�rug�kan.

Dalam mekan�sme perdagangan 
�nternas�onal, ket�ka p�hak �nvestor 
as�ng merasa d�rug�kan, maka 
�nvestor tersebut dapat nant�nya dapat 
memohon kepada negara asal �nvestor 
untuk mempermasalahkan regulas� 
pelarangan m�numan keras �n� dalam 
WTO Dispute Settlement. Ket�ka 
Panel menemukan bahwa t�ndakan 
yang d�lakukan oleh pemer�ntah 
Indones�a t�dak kons�sten terhadap 
Annex 1A GATT. Maka Panel akan 
mem�nta negara untuk mengubah atau 
mencabut aturan tersebut. Apab�la 
pemer�ntah t�dak mengabulkan putusan 
�n�, negara opos�s� dapat mem�nta 
kuasa “Retaliation” sebaga� bentuk 
pembalasan atas kerug�an yang telah 
d�alam� ak�bat pelarangan penjualan 

11 Ibid, A.A. Ngr. Yadnya W�rya R. P dan Gede 
Marhaendra W�ja Atmaja.

m�numan keras �n�. T�ndakan �n� 
d�lakukan ket�ka sengketa d� WTO 
t�dak mencapa� resolus� apapun, 
negara opos�s� dapat mem�nta hak 
untuk membalas terhadap pelaku12, 
Retaliation dapat d�lakukan terhadap 
produk export Indones�a yang d��mpor 
oleh negara yang d�rug�kan. Negara 
opos�s� tersebut dapat, nant�nya, 
men�ngkatkan pajak atau bahkan 
melarang beberapa produk export 
Indones�a untuk masuk kedalam 
negaranya sebaga� kompensas� dar� 
gant� rug� yang d�alam� negara �nvestor. 
Ket�dak kons�sten Peraturan Menter� 
Perdagangan (Permendag) Nomor 06/
MDAG/PER/1/2015 terhadap Annex 
1A GATT dapat mengak�batkan sektor 
la�n dalam perdagangan Indones�a 
mengalam� kerug�an.

Ket�ka pemer�ntah menggunakan 
alasan perl�ndungan publ�k moral 
ataupun kesehatan generas� muda 
sebaga� alasan utama dan mendesak 
untuk d�berlakukannya pelarangan 
penjualan m�numan keras, t�dak 
sepenuhnya benar. Mas�h terdapat 
cara-cara la�n yang dapat d�gunakan 
dalam mel�ndung� moral dan 
kesehatan generas� muda. Sebab 
adanya pertentangan pr�ns�p dalam 
Annex 1A GATT dengan Peraturan 
Menter� Perdagangan (Permendag) 
Nomor 06/MDAG/PER/1/2015, 
pemer�ntah haruslah mencabut 
larangan penjualan m�numan keras 

12 D�ego Bonomo, Hitting where it hurts: 
Retaliation requests in the WTO, http://www.
voxeu.org/art�cle /retal�at�on-wto, pada 21.50, 
22 November 2015.
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dan mem�k�rkan kembal� cara – cara 
baru untuk mel�ndung� generas� muda 
tanpa potens� mencedera� perdagangan 
m�numan keras. Cara – cara yang 
mem�l�k� dampak yang leb�h r�ngan 
atau dampak yang t�dak mem�l�k� 
kemungk�nan merusak perdagangan 
sepert� pengendal�an melalu� bea cuka� 
dan pajak, pengendal�an kuant�tas dar� 
penjualan m�numan beralkohol, dan 
pengaturan yang tegas akan umur 
orang yang boleh membel� m�numan 
keras tersebut.

IV.  KESIMPULAN 
Perdagangan bebas dalam era 

global�sas� adalah hal yang pent�ng 
bag� masyarakat dun�a. WTO sebaga� 
organ�sas� �nternas�onal yang bergerak 
khusus dalam mengembangkan 
perdagangan bebas tersebut telah 
mengacu Annex 1A GATT sebaga� 
salah satu �nstrumen hukum untuk 
mengatur tata cara perdagangan 
bebas berlangsung. Indones�a yang 
telah menjad� anggota WTO dan 
telah merat�f�kas� Annex 1A GATT 
mem�l�k� tanggung jawab untuk 
meng�mplementas�kan aturan-aturan 
yang ada pada Annex 1A GATT dalam 
hukum nas�onalnya. Dengan dem�k�an, 
segala t�ndakan yang d�lakukan oleh 
Pemer�ntah Indones�a t�dak oleh bers�fat 
bersebarangan dengan pr�ns�p – pr�ns�p 
dalam perdagangan bebas. Permendag 
Nomor 06/MDAG/PER/1/2015 
merupakan salah satu aturan yang 
t�dak sepenuhnya mengopt�mal�sas� 
less trade restrictive way dalam WTO 

Rule yang merupakan pr�ns�p cara yang 
pal�ng t�dak bertentangan terhadap 
keg�atan perdagangan �tu send�r�, 
sebab mas�h ada cara – cara la�n yang 
b�sa d�tempuh j�ka alasan pelarangan 
penjualan m�numan keras tersebut 
semata untuk mel�ndung� kesehatan 
dan moral generas� muda.
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